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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALQ,

bahwa untuk nielaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 168- avat (5}, Pergeséran Anggaran antar Unit Organisasi, antar Kegiatan dan antar Jenis Belanja da;iat dilakukan dengan cara merubah

Peraturan Daerah tentaﬁg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu melakukan Revisi dan Perggseran Tahap 11 Anggaran

Pendap'uan dan Belanja Daerah Kota Gommalo Tahun Anggaran 2013;

bah\\l ha‘;ll Punb'lh'lqan Pergeseran Tahap [l Annyran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2013 antara Dewan
erwakilan Rakyat Dacrah Kota Gorontalo dengan Pemerintah Kota C0r0n11lo telah beroleh Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan R'ﬂ\\ai

Da:._rah,

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 2. dan huruf b perlu menctapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentany

Pergeseran Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - dacrah Tingkat (1 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1939 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



et

9.

s

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (I.embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40285,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan

L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): . =

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); . :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan ‘Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
=] = e = - = : = I

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan H‘nﬂmm_.mz Negara Republik Indonesia Nomar 4421

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1253,

indang

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir an:mx.: Undai
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1844y ; .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
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11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 N@mor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '

12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat:
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun_'l()()al Nomor 90. fambuahan Lembatan Negaa Repubiih indonesia Numor -Hha,l'
schagaunana telah beberapa Kali diubah dengan Pcraxumn:'l’emcrimah Nomor 21 Tahun 2007 tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4712); '

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Laya.ﬁan Umum (Lcmbaran Negara Repubhik Indoncsia

~ Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akumiansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan L.embaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4503); ‘

T5. Peraturan [’erderintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13’1_7,
Tambahan Lcmbarz_in Negara Republik Indonesia Nomor 4575), '

16. Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem [nformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik  Indonesia
“Tahun 2005 Nomor 138, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia _Numor 4376).

17 Peraturan  Pemenntah Nomor 58 Tahun 2003  tertang  Pengelolaan  Kevangan  Dacrah fLembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2003 Nomor 140, 'l'zunhahm Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4378

t8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pédomz_m Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Ncgara'chublik Indonesia Nomor 4585-}:

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyvelengaaraan Pemenintahan Dacrah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4395);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (I_embaran Negara Republik

21

7

26.

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan {.embaran Negara Republik Indonesia Nownor 4616),

_Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerab (1.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 59

Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 “Tahun 2012 entang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 3. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); .

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah \Lbaommana telah drubah dcn;_..an

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pcn"clompokan Kemampuan Kcuangan Dacrah, Penganggaran dan

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasnonal Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Ixomumka\l

Intensif dan Dana Operasional .

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah

[

Tahun Anggaran 2013 ;
Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Dacrah

Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomaor 9) .

Keputusan Pimpman Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kota Gorontalo Nomeor I {ahun 2013 fentang Persetujuan Revisi- dan Pergeseran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2043,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERGESERAN TAHAP 1l ANGGARAN PENDAPAT "\N DAN BELANIA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013,



Pasal |

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belania Dacrah Tabun Anggaran 20102 terdint atas

l. Pendapatan :

a.  Pendapatan \ww_u. Dacrah sejumlah - i Rp. - 134.378.892.250.00
b, Dana vm_.:sg..:mns sejumlah “. . - Rp. ‘ 473.739.124.087,00
c.  Lain-lain pendapatan daerah yang sah m&:_.:_w: . ) Mﬁ. ‘ . 75.237.194.910.00
Jumlah Pendapatan - : Rp. . 681.355.211.247.00
= 2. Belanja: g . ) -

a.  Belanja udak langsung : : . :

1. Belanja tnm.mia sejumlah - Rp. ' 372.321.818.31500
2. Belanja Bunga scjumlah. : Rp. . 2175 000.600.G0
3. Belama Hibah sejumlah - . ’ Rp. | -15.900.832.944.00
4. Belanja Banwan Sasial scjumlah - . ) Rp w. 333.337.566 00
3. wa_m-.w_.m tak terduga VL winiah Rp. 300.000.000.00

Jumlah Belanja tidak langsung Rp. 396.233.008.825.00
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b. Belanja langsung
! Belania pogavat coumiah . R S RaR LI AL OD
2. Belangu barang dan jasa sejumlah 3 Rp. . 151.326.086 476,‘0()
3. Belanja Modal sejumlah ) Rp. . 126.468.368.439.00
Jumiah belanja langsung Rp. ) 323.662.999.5376.00
- Jumlah betanja ‘ - Rp. ’ 719 896.008.401.00
Surplusi(Defisit) , Rp. . (38.540.797.154.00)
3. Pembiayaan ; . ‘ .
- a Pgncrimaéﬁ sejumlah _ ' ) . ~ Rp. : 41.040.797.154.00 }
b. . Pengeluaran s¢jumlah L . " Rp. 2 500.000.000,00
* Jumlah pembiayaan Neto | - Rp. E 38.540.797.154,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ) .. Rp. . ' U
Pasal 2

Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah s::ba.gmnuma dimaksud dalam Pasal | ercantum dadam Lampiran | Peraturan Walikota ing,
' Pasal 3

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacra.h schagaimana dimaksud dalam Pasai | dirinci chiﬁ lamput dakn Lampiran U Peraturan Walikow imi.
Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dar Peraturan Walikota ini.



P ——— i o 10

B

Pasal 5

Pelaksanaan Pergeserari- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dcngan kctentyan pcmndangmndangan_
| Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku -pada tanggal diundangkan,
f\gér sétiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penémpmannya dalaﬁll'Berita Daerah Kota Gorontalo
Ditetai_)'kan di Gorontalo e
pada tanggal 83 Juni 2013
WALIKOTA GORONTALO. | kd

sl

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gprountalo

BERITA DAERAF KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR &



